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Kepada seluruh pembaca yang bersedia memberikan kritik dan saran yang 
bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini selanjutnya, penulis 
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ABSTRAK 
 
Skripsi ini menganalisis mengenai Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt 
Utr. terhadap Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama dalam kasus Ir. Basuki 
Tjahaja Purnama Alias Ahok. Hingga akhirnya Majelis Hakim memvonis Ahok 
dengan hukuman 2 ( dua ) tahun penjara karena dianggap terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana penodaan agama khususnya terhadap agama islam, ketika 
berpidato di Kepulauan Seribu karena menyinggung mengenai Surat Al Maidah 51.  
Penulis sendiri akan mencoba untuk menganalisis lebih jauh lagi mengenai 
vonis dari Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt Utr. 
tersebut ditinjau dari segi teori pemenuhan unsur dalam tindak pidana, teori 
keadilan, dan terakhir teori kemandirian hakim.   
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